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TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SEFTA MONITORING DAN EVALUAS!

BELANJA BANTUAN KEUANGAN
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GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

bahwa masvarakat memiliki hak untuk mendapatkarr
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan maniaat yang sama guna mencapai
persamaan, keadilan dan pemerataan, hal mana kemudahan
dan perlakuan khusus ini akan mungkin dilakukan apabila
pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan
intervensi yang baik dalam bentuk bantuan keuangan yang
terukur dalam rangka persamaErn, keadilan dan pemerataan
dimaksud;

bahwa bantuan keuangan merupakan intervensi yang baik
guna mencapai persamaan dan keadilan sesuai kebutuhan
obyek intervensi dalam rangka persamaan, keadilan dan
pemerataan yang mu€rranya merupakan peningkatan
kesejahteraan setiap orang;

bahwa aturan tentang bantuan keuangan belum pernah
dirmdangkan dan diiaksanakan, pada saat yang saara
kebutuhan a-kan kebijakan itu sudah mendesak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Peranggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan;

Mengingat: ....../2



Mengingat:
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i. Pasai 18 ayal (6) Unriang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4t5l), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Unda*g-Undang Nomor 13 Tarhun 2O22 ter'tang
Perubalan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun ?O23 Nomor 4i, Tambahan irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2O14 Ne*aor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pcmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang ....../3



.J

6. Undang-Undang Nomor ! Taiu_n 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OZ2 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 I g tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2 I
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 673O);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O21 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Utonomi Khusus Provinsi Papua {irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

1 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 201 5
tentang Pembentukan Prociuk Hukrrm Daerah (Berha
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri l)alam Negeri Nomor 8O Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa Eerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O l8 Nomor 6 I 1);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwr 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN: ......14
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MEMI.JTL]SKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG CARA PENGANGGARAN,
PELIA'KSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJABANTUANKEUANCAN

BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua

Tengah.
3. Cubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung

di Provinsi Papua Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di

Provinsi Papua Tengah.
6. Pemerintah Daerah l,ainnya adalah Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

7- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua
Tengah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan
pemerintahal pada pemerintah daerah yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksarakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

lO. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat AFBD acialah Anggaran Pendapatan dan Beiar{a
Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

I i' Anggaran Pendapatan dan Belaqja Kampung yang
selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung Pemerintah Kampung di
Pruvinsi Papua Teagah.

12. Belanja ...../5
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12. Belanja Bantuan Keualgan ertalah dana ya"ng di.berikan
oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah
lainnya, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah
Kampung yang mendukung indikator kinerja utama
Provinsi dan prioritas pembangunan daerah, pemerataan
Fiskal baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tuj uan tertentu
lainnya.

i3. Belanja Bantuan Keuangan Kampung adalah belanja
bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi
Kepada Pemerintah Kampung.

14. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten adalah
belanja bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah
Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten di lingkungan
pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

15. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah
l,arnnya adalah belanla bantuan keuangan yang diberikan
Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya di
luar Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencaraan Daerah
untuk periode 1 (satul tahun.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas dan Piafon Anggaran Sementara yang seianjuilya
disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagei acuan datam
penyusunan rencana ke{a dan anggaran satuan kerja
perangftat daerah.

19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yarrg bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepa-la Daerah dalam rangka
penyusunan APBD.

2O. Reliening Kas Umum Daerah yang selanj utnya disingkat
RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah
Provinsi.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut DPA Peranglat Daerah
adalah dokumen y'ang me:!:uat penCapatan da:: belania
Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksarlaan anggaran oleh
'aFrr('(n t '.la atlarc,al.^t l

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

23. Surat ....../6



23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkal SpM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DpA
Perangkat Daerah.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD.
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Pasa-l 2

Peraturan Gubemur ini dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. pemerataan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. tepat guna dan tepat sasaran.

BAB II
RUAI{C LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peratural Gubernur ini meliputi:
a. jenis dan sifat belanja bantuan keuangan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatau sahaan;
d. pertanggungiawaban dan pelaporan;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pembiayaan.

BAB III
JENIS DAN SIFAT BE].ANJA BANTL'AN KEUANGAN

Pasal 3

Jenis Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
a. bantual keuangan kepada Pemerirriah Kabupaten;
b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya:

dan
c. bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung.

Pasai 4

(1) Sifat Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
a. bantuan keuangar bersifat umum; dan
b. bantuan keuangan bersifat khusus.

(2) Bantuan keuangan bersifat uiiium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurrf a merupakan bantuan
keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Daerah l,ainnya, dan/atau Pemerintah Kampung
penerima bantue,n.

(3) Bantuan ...../7



(3J Bartuan keuangan lassi fat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (l| huruf b merupakan bantuaa
keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi dan pengelolaannya sepenuhnya
diserahkan kepada penerima bantuan.

(4) Bantuan keuangan bersifat khusus setraga.imana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam
APBD atau APB Kampung penerima bantuan.

(5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Daerah la.innva, dan/atau
Pemerintah Kampung dianggarkan dalam jenis belanja
transfer pada DPA Perangkat Daerah selaku SKPKD.

(6) Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan
bersifat khusus untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB IV
PENGANGCARAN

Pasal 5

Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan dapat berasal dari
program prioritas Gubernur, mandat dari Pemerintah hrsat,
dan/atau permohonan dari penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 6

(l) Penganggaran bantuan keuangan didasarkan pada RI(PD
sebagai dasar penyusunan KUA serta Prioritas Plafon
Anglaran Sementara PPAS.

(2) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Daerah Lainnya, dan/atau
Pemerintah Kampung dianggarkan dalam jenis Belanja
Transfer pada SKPD selaku SKPKD.

{3} Belanja bantuan keuangan pemerintah Daerah Provinsi
dianggarkan pada kelompok belanja transfer, jenis belanja
bantuan keuangan, objek belanja, rincian objek belanja,
dan sub rincian objek belanja berkenaan.

(4) Penerimaan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD
Kabupaten, Pemerintah Daerah Lainnya, dan
APBKampung setelah penetapan Peraturan Daerah
tentang APBD atau informasi resmi dari Pemerintah
Provinsi.

(5) Bantuan keuangan daerah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan
pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Daerah Lainnya penerima bantuan keuangan.

(6) Bantuan ....../7
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{61 Bantuan keuangan daerah Provinsj kepada pereerintah
Kampung dianggarkan pada APB Kampung penerima
bantuan keuangan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan
dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran dan
bertanggunjawab.

(2) Untuk mewrrjudkan bantuan keuangan yang tepat guna
dan tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
penerima bantuan keuangal dapat membuat analisis
singkat mengenai kegunaan dan sasaran bantuan
kaungan dimaksud.

(3) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara terperinci tercantum dalam
la.mpiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Format Surat men5rurat dan tata cara pelaksanaan dan
penatausahaan lainnya meliputi:
a- tanggung jawab Mutlak;
b. Verilikasi Permohonan Pencairan Bantuan Keuangar:

Kampung;
c. rekapitul,asi Hasil Veriftkasi Permohonan Pencairan

Bantuan Keuangan Kampung; rian
d. daftar nama Kampung yang mengajukan pencairan

bantuan keuangan,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PERTANGCU NGJAWABAN DAN LAPORAN

Pa sal 8

(1) Setiap penerima bantuan keuangan
mempertanggungiawabkan keuangan yang diterimanya.

(2) Pertanggungiawaban dibuat dalam bentuk laporan
1-^--.-- -^- l^- c ^:l-I Cdlli'ilil n^ctldut6our llalr trsrfi'.

(3) Tata cara pertanggungiawaban dan laporan sebagaimana
dimalsud pada ayat ( 1) secara terperinci tercartum
dalam Lampiran lll yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Format l,aporan meliputi:
a. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana

Bantuan Keuangan;

b.l,aporan.-..../9
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b. L,aporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan Dana Bantuan Keuangan; dan

c. I-aporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Bantuan Keuangan.

tercantum dalam t-a.mpiran IV Srang mempakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(l) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
terkait Belanja Bantuan Keuangan melakukan monitoring
dan evaluasi administrasi terhadap laporan
pertanggungiawaban pelaksanaan Belanja Bantuan
Keuangan.

(2) Hasil monitoring dan eva.luasi sebagaimaaa dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Gubemur dengan
tembusan Inspektur Provinsi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
pada ayat (1| dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

BAB VIII
PEMBI"AYAAN

Pasal 10
Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber kepada:
a. APBD Provinsi Papua Tengah; dan
b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAEI IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1 1

Belanja Bantuan Keuangan yang telah mengikuti tahapan
sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap dapat
diproses dan diakui keberadaannya serta dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X lro
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tansgal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tangsal 1O Juni 2O24

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Diundangkan di Nabire
pada tanggal lO Juni 2O24

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
cAP/rrD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUATENGAHTAHUN 2024 NOMOR T7

dengan aslinya
HUKUM,

SH., MH
12 I OO2

* *



TAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGANGCARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGIMIGJAWABAN DAN
PELAPORAN SEtrTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. PENGAJUAN
l. Permohonan dari penerima Bantuan Keuangan didasarkan atas usulan

dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Lainnya, dan/atau
Pemerintah Kampung. Usulan bantuan keuangan sebagaimana ciimaksuci
disampaikal melalui Surat permohonan Bantuan Keualgan yang
ditandatangani oleh Kepala Kampung/Kepala Daerah ditujukan kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang
melaksanakan unsur penunjang bidang perencanaan, Perangkat Daerah
yang melaksanakan ufisur penrrrrjang iridang keuangan dan Perangkat
Daerah yang membidangi sesuai urusan pemerintahan.

2. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi paling
sedikit memuat:
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kampung:

i) Rencana Anggaran Biaya (RABi J'ang ditandata,-igani ol.eh Kepala
Kampung;

2) lokasi kegiatan; dan
3) berita acara musyawarah Kampung terkait permohonan usulan

kegiatan.
b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten:

1) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
2) Iokasi kegiatan;
3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
4) kesepakatan kerja sama dengal Pemerintah, Pemerintah Daeratr,

dan Fernerintah Daerah Lainnya; dan,/ atau
5) kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Usulan Bantuan Keuangan disampaikan melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah sebagai sistem utama.

B, VERIFII'ASI ADMINISTRATIF LISL]LAN BEI-ANJA BANTUAN KETJANGAN
l. Permohonan bantuan keuangan diverifikasi oleh Perangkat Daerah-yang

membidangi sesuai urusan pemerintahan, meliputi:
a. bidang pendidikan ditangani oleh dinas yang membidangi pendi.liksl;
b. bidang kesehatan ditangani oleh dinas yang membidangi kesehatan;
c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya

air, ditangani oleh dinas yang membidangi sumber daya aA;
d. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum,

persampahan, aA iimbah, permukiman, bangunan gedung, penataan
bangunan dan lingkungannya ditangani oleh dinas yang membidangi
air minum, persampahan, air limbah, permukiman, bangunan
gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;

e. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan
kebinamargaan ditangani oleh dinas yang membidangi
kebinamargaan;

f.bidang...../2
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f. bidang perumahan dan kawa,san permukiman dilaksanakan cleh
dinas yang membidangi perumahan dan permukiman;

g. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum ditangani
oleh dinas/badan yang membidangi sub urusan ketenteraman,
ketertiban umum:

h. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat sub urusan bencana ditangani oleh dinas/badan yang
membidangi sub urusan kebencanaan;

i. bidang sosial ditangani oleh dinas yang membidangi sosial;
j. bidang tenaga keria ditangani oleh dinas yang membidangi tenaga

keia;
k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dilal<sanakaa oleh dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

l. bidang pangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pangan;
m. bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas yang membidangi

lingkungan hidup;
n. bidang pemberdayaar masyaratat dan Kampung dilaksanakan oleh

dinas,vang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
o. bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi

perhubungan;
p. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas yang

membidangi komunikasi dan informatika;
q. bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan oleh dinas

yang membidangi koperasi dan usaha kecil;
r. bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dinas yang

membidangi pemuda dan olahraga;
s. bidang kebudayaan dilaksanakan oleh dinas yang membidalgi

kebudayaan;
t. bidang perpustakaan dilaksanakan dinas yang membidangi

perpustakaan;
u. bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas yang

membidangi kelautan dan perikanan;
v. bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas yang membidangi

pari$/isata;
w. bidang penanian sub urusan sarana pertanian, pras€rrana pertanian,

pengendalian dan penanggulangan bencana pe rtanian, perijinan
usaha pertanian terkait tanaman pangan dan hortikultura
dila-ksanakan oleh dinas / badan yang membidangi tanaman pangan
dan hortikultura;

x. bidang pertanian sub urusan sarana pertarian, prasarana pertanian,
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengenddian
dan penanggulangan Lrencana pertanian, perijinan usaha pertanian
terkait peternakan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi
p€ternakan;

y. bidang kehutalan dilaksanakan oieh dina:; yang membidar^rgi
kehutanan;

z. bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh dinas yang
membidangi energi dan sumber daya mineral;
l) bidang perdagangan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi

perdagangan;
2) bidang transmigrasi dilaksanahan oleh dinas yang membidangi

transmigrasi;
3) bidang ...../3
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3) bidang penunjang lainnya ferkait pereacanaan dilaksanakan oleh
badan yang membidangi perenczrnaan;

4) bidang penunjang lainnya terkait keuangan dilaksanakan oleh
badan yang me mbidangi keuangan;

5) bidang penunjang lainnya terkait pembinaan dan pengawasan,
peningkatan kapabilitas aparat, peninekatan kualitas akuntabilitas
kine{a dilaksanakan oleh inspektorat yang membidangi
pembinaan dan pengawasan; dan

6) fungsi penunjang lainnya terkait kerja sama daerah, penataan
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum dilaksa.nakan
oleh biro yang menangani pemerintahan dan otonomi daerah pada
sekretariat daerah.

2. Untuk efektivitas pelaksanaan verifikasi, Gubernur dapat mendelegasikan
pelaksanaan veri-fikasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka I kepada Perangkat
Daerah Lainnya melalui Keputusan Gubernur.

3. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan
oleh Perangkat Daerah yang mendapat delegasi dari Gubemur kepada
Biro Hukum.

4. Pelaksanaan verifikasi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada angka I dilaksanakan oleh Tim Verifrkator yang ditetapkan dengar
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan
pemerintahan yang terkait.

5. Tim Verifikator Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan melakukan dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan
pengusulan bantuan keuangan dan keselarasan dengan program prioritas
Provinsi.

6. Tim Verilikator Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urlrsan
pemerintahan melakukan verifikasi kelayakan teknis dan anggaran
sesuai ketentua-n peraturan perundang-undangaa. Dalam melakukan
verilikasi teknis, apabila diperlukan Perangkat Daerah dapat
mengundang Pemenntah Daerah pengusul bantuan keuangan dan dapat
melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
terkait dengan jenis belanja bantuan keuangan yang diberikan serta
pihak Iain yang terkait.

7. Hasil verifikasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai urLlsan
pemerintahan berupa rekomendasi berisi keterangan mengenai iayak
atau tidaknya usulan bantuan keuangan untuk dianggarkan dalam
belanja bantuan keuangan kepada Gubernur melalui TAPD.

8. Rekomendasi Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD kepada
Cubernur sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
mer{adi pertimbangan pencarrtuman alokasi anggaran Etelanja Bantual
Keuangan dalam RKPD sebagai dasar penyrrsunan rancangan KUA- PPAS.

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
l. Umum

a. Berdasarkan DPA Perangkat Daerah selaku SKPKD, Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan jenis bantuan
keuangan yang akan diberikan mengajukan rzrncangan Keputusan
Gubernur tentang penetapan pagu anggaran defrnitif belanja bantuan
keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah
l,ainnya dan/atau Pemerintah Kampung penerima Bantuan Keuangan
kepada Gubernur.

b. Gubernur...../4
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b. Gubernur menetapkan pagu arggaran defrnitif b.-lgnja b-antuaa
keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah
Lainnya dan/atau Pemerintah Kampung penerima Bantuan Keuangan
dengan Keputusan Gubernur.

c. Dalam Hal Keputusan Cubernur sebagaimana dimaksud pada angka
2 atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi diterima setelah
p€netapan APBD atau APB Kampung penerima bantuan:

1) penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah penerima bantuan keuangan dilakukan
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Gubernur tentang Peniabaran APBD dan diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakiian Radvat Daerah untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau
dilaporkan dalam LRA daiam hal tidak melakukan penrbahan
Perda mengenai APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan ;dan

2) penganggaran bantuan keuangan pada APB Kampung penerima
bantuan keuangan dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung mengenai
Penjabaran APB Kampung dengan memberitahukan kepada BPD
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal keputusan Gubernur tentang Pagu Definitif/ Informasi
Resmi diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, penerima bantuan keuangan ditetapkan, maka Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau penerima bantuan
keuangan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRK/DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
penerima bantuan keuangan.

e. Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Papua Tengah
diselesa*<an dalam 1 (satu) taiun anggaran.

f. Penerima bantuan keuangan menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan penggunaan bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Pemerintah Kai:upaten, Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau
Pemerintah Kampung selaku penerima bantuan keuangan agar
mempedomani Peraturan Gubemur tentang Tata Ca-ra Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dan aturan
lurunannya yang disusun rian disahkan oieh Kepaia Peranglcat
Daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan
Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan di lingkungan Pemerintah
Provinsi.

h. SP2D-LS Belanja Bantuan Keuangan yang sudah divalidasi oleh Bank
fursepsi merlipak€u-r bukti Flerrbayarafi / pen,v*aiural bantuaa
keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada penerima bantuan
keuangan.

2. Pelal<sanaan ...../5
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2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantrlan Keuansan Pemgintah
Kabupaten
a. Bupati penerima bantual keuangan mengajukan pernohonan

pencairan bantuan keuangan kepada Gubemur melalui Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
selaku PPKD dilampiri:
l) Fotokopi Keputusan Gubemur mengenai Pagu Definitif Penerima

Bantuan Keuangan;
2) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan yang

ditandatangani oleh Bupati dan dibubuhi stempel jabatan kepala
daerah;

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Bupati yang
bermeterai cukup; dan

4f Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubemur
mengenai Pedoman Ke{a dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

b. Pentahapan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan.

c. Bendahara Pengeluaran (BP) meneliti kelengkapan dokumen
permohonan pencairan bantuan keuan gan secara administratif.

d. Apabila dokumen tersebut lengkap dan sesuai, BP membuat SPP-LS
dan mengajukannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

e. Berdasarkan SPP-LS, maka PPK melakukan penelitian kelengkapan
Dokumen Penerbitan SPM-LS dan diajukan kepada PPKD untuk
diterbitkan SPM-LS.

f. Berdasarkan SPM-LS yang telah ditandatangani, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS.

g. Mekanisme pengajuaa SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D-LS
secara umum digambarkan sebagai berikut:

PPK

PPl(D

15---> PPK PPKD

+-
SP

SP

Ls

BX

Gambar 1. Mekanisme pengajuan pencairan Belanja Bantuan
Keuangan Kabupaten

Bank
Persepsi

Kuasa

BUD

3. Pela,ksanaan ..../6
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3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Banhran Keuangan Per::erin.tah Daerah
l-ainnya
a. Kepala Daerah penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan

pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku
PPKD dilampiri:
1) Fotokopi Keputusa-n Gubernur tentang Pagu Defrnitif Penerima

Bantuan Kcuangan;
2) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan yang

ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan dibubuhi
stempel jabatan kepala daerah:

3) Surat Pernyataan TangJung Jawab Mutlak dari Gubernur/Bupati
yang bermeterai cukup; dan

4) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

b. Pentahapan pencairan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah
Daerah la-innya mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggunglawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan.

c. BP meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan belanja
bantuan keuangan secara administratif.

d. Apabila dokumen tersebut lengkap dan sesuai, BP membuat SPP-LS
dan mengajukannya kepada PPK.

e. Berdasarkan SPP-LS, maka PPK melakukan penelitian kelengkapan
Dokumen Penerbitan SPM-LS dan diajukan kepada PPKD untuk
diterbitkan SPM-LS.

f. Berdasarkan SPM-LS yang telah ditandatangani, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS.

g. Mekanisme pengajuan SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D-LS
digambarkan sebagai berikut:

PPI(D

BP i---.:pp rs-.> PPI(
L.4oran k tditen

-i{gitdl4En 
fth,rEn

Pai€rbitan SP*l LS

sPM L5

+

X UASA

EUO

sPzD tS

Pemerintah
Daerah Lainnya

,4 
- _ _ _ _ _ _ _ _ - - - ---_ --Uang

Gambar 2. Mekanisme pengajuan pencairan Belanja BK Pemerinta}
Daerah l,ainnya

4. Pelaksanaan ....7
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4. Pelaksanaan dan Penatausahaaa Bantuan Keua:rgan Ka:npung
a. Kepa-la Kampung mengajukan permohonan pencairan bantuan

keuangan Kampung kepada Gubernur melalui perangkat Daerah yang
membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung.

b. Dokumen Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kampung
dilampiri dengan:
1) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kampung yang

ditandatangani oleh Kepala Kampung dan dibubuhi stempel
Kampung;

2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Kampung
bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi stempel
Kampung

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Kampung yang berlaku;
4) Fotokopi APB Kampung tahun berkenaan yang teiah disahkan;
5) Fotokopi Keputusan Gubernur tentang pagu Definitif Bantuan

Keuangan Kampung;
6) Fotokopi rekening kas Kampung yang masih aktif (diutamakan

Bank Pemerintah namun untuk kelancarzrn pros€s pencairan
dana disarankan menggunakan Bank Papua); dan

7) Dokumen lain yang dipersyaratlan dalam Peraturan Gubernur
mengenai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan
Kampung meneliti dan memverilikasi kelengkapan dan kesesuaian
dokumen persyaratan pencairan bantuan keuangan Kampung untuk
kemudian menuangkannya ke dalam Laporan Hasil Veri-fikasi
Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kampung. Apabila
dokumen yang dikirimkan tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan
Kampung rnengembalikan kepada Kepala Kampung untuk dilakukan
perbaikan.

d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaal
masyarakat dal Kampung mengajukan permohonan pencairan
Belanja Bantuan Keuangan Kampung kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku PPKD.

e. Permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kampung dari
Kepa1a Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan
masyarakat dan Kampung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku PPKD dilampin
dengan:
1) Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

Kampung yang ditandatangani oieh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi pemberdayaan masyarakat dan Kampung;

2) Rekapitulasi Hasi-l Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan
Keuangan Kampung dari Perangkat Daerah yang membidangi
pemberdayaan masyaralat dan Kampung yang ditandatangani oleh
iiepala Bidang cli Perangkat Daerah yang merrrhidarrgi
pemberdayaan masyarakat dan Kampung;

3) Daftar nama Kampung yang mengajukan pencairan banruan
keuangan;Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pagu Definitif
Bantuan Keuangan Kampung;

4) Fotokopi .......18
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4l Fotokopi rekening kas Kampung yang Akfif (diutamakan Ba11k
Pemerintah namun untuk kelancaran proses pencairan dana
disarankan menggunakan Bank Papua); dan

5) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Cubernur
mengenai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

f. Jika dokumen tersebut lengkap dan sesuai, BP membuat SPP-LS
dan mengajukannya kepada PPK.

g. Berdasarkan SPP-LS, maka PPK melakukan penelitian kelengkapan
Dokumen Penerbitan SPM-LS dan diajukan kepada PPKD untuk
diterbitkan SPM-LS.

h. Berdasarkal SPM-LS yang telah ditandatangani, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D-LS.

i. Pencairan Belanja Bantuan Keuangan yang peruntukannya sama
kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) penerima dan
dibebankan pada kode rekening yang sama, dapat dilakukan dalam I
(satu) SPPISPM penerima bantuan dirinci dalam lampiran SPM/SP2D.

j. Mekanisme pengajuan pencairan Belanja Bantuan Keuangan
Kampung dan penerbitan SPM-LS dan SP2D-LS digambarkan sebagai
berikut:

Eank

Persepsi

PPKDPPK

-SPP

sP2

PPXD

BP 6--)

+

+

t
L5

'Uang

P€nerbdan SPirt LS

------{eleigkaprn

Lapo.an hssil veriff tasi
p€rntohooan pencaran

Bt(

l(uaa

auo

s(PO yanB

Peranoidran
Penaairan

BT

I

Kepala *_____
K?mpung

I

SPM l.s

+
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k. .Iika terdapat biaya administrasi perhankan atas pemindahbukuan
dari RKUD Provinsi Papua Tengah kepada rekening kas penerima
bantuan keuangan, maka biaya tersebut dibebankan pada penerima
bantuan keuangan.

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/',ITD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
HUKUM,

t."

G, S.H.,M.H.
20,0212 1002

gl



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17TAHUN2C24

TET.ITANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERIA MONTTORTNG DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

FORMAT SURAT MENYURAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN LAINT.IYA

A. SURAT PERI.IYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...
Jabatan : ...
Dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara mutlak atas
penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.
Demikian Surat Pernyataan ini saya/kami buat dan apabila terdapat
pela-nggaran atau penyalahgunaan terhadap uang tersebut maka saya siap
mcnerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang-undangan.

Nabire, ..., ...2O..
Penerima Bantuan Keuangan
(Dibubuhi meterai)
NAMA
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B. VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRLN BE-I{TLTA-N KELIANG.{Y KAMPUNG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Verifrkasi Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kampung

1. Nama Kampung
2. Nama Kepala Kampung
3. Nama Sekretaris Kampung
4. Diterima tanggal

Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kampung:
-t

. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kampung

. Proposal yang dilengkapi dengan RAB

. Surat Pernvataan Tanggung Jawab Mutlak

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Kampung

. Fotokopi APB Kampung tahun berkenaan yang telah disahlan

. Fotokopi Keputusan Gubemur mengenai BK Kampung

. Fotokopi rekening kas Kampung

Dinyatakan telah diteliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan
atas hasil verifikasi permohonan pencairan bantuan keuangan Kampung ...:

I
2
3
4
5
6
1

8
9

I
2
a

Mengetahui:
Kepala Bidang di DPMD

Tsl...

NIfJ

Verifikator BK Kampung
Tgl ...

NIP

I

II
H
If
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C. REKAPITULASI VERIFIKASI
KEUANGAN KAMPUNG

PERMOHONAN PENC{RAN BANTUAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Rekapitulasi Hasil Verifrkasi Permohonan Pencairan BK lkmpung

Berkaitan dengan rencana pencairan dana bantuan keuangan Kampung,
bersama ini kami menyatakan bahwa nama-n.una Kampung terlampir telah
memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen untuk pencairan Bantuan
Keuangan Kampung. Dokumen yang menjadi persyaratan untuk pengaiuan
pencairan Bantuan Keuangan Kampung meliputi:

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Xampung

2. Proposal yang dilengkapi dengan RAB

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Kampung

5. Fotokopi APB Kampung tahun berkenaan yang telah disahkan

6. Fotokopi Keputusan Gubernur mengenai BK Kampung

7. Fotokopi rekening kas Kampung

8. ...

9. ...

Mengetahui:
Kepala DPMD

Tgl...

NIP

Kepala Bidang di DPMD
Tgl...

NIP

Etl
H
Hr:
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D. DAFTAR NANIA KAMPUNG PENERIMA BANTUAN KEUANCAN

Daftar Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kanrpung
Periode: Tahun Anggaran ...

Nama
Kampun
s

Nama Distrik

J(,t' r!
t z 3 4 5 6 7 8 9
I

2

J

4

D

6

7
a

dst

No.
Nama

lkbupaten/Kot
a & Provinsi

Nama
Kepala.
Kampung

Nama Bank
No.
Rekening
Kas
Kam

Peruntukan
Nilai

BK
(Rp)

Nabire, ,..,...,20..
Mengetahui,
Kepala DPMK
Nama
NIP

R. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD

TTIBKq HALUK

tt)
a

uai dengar aslinya
UKUM,

G, SH.,M.H.

J<

A
uat 2002t2 | oo2

_+__



LAMPIRAN IIi

PERATURAN GUBERNUR PAPUATENGAH
NOMOR I? TA!{UN 2C24

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONTTORING DAN
EVALUASI BELANJA BA.I\'TUAN KEUANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEI-APORAN

A. PERTAN GGU NGJAWABAN PENGG U NAAN BANTUAN KEUANGAN
1. Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Daerah Lainnya, dan/ atau Pemerintah
Kampung, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan
pengelolaan keuangan Daerah / Kampung. Demikian pula dengan
pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Belanja Bantuan
Keuangan Provinsi Papua Tengah mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Penerima Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua
' Tengah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, baik

secara formal dan material.
3. Kebenaran formal dan material atas dokumen pertanggungjawaban

penggunaan dana Belaqia Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab
penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

4. Bukti pertanggungiawaban asli atas penggunaan Belanja Bantuan
Keuangan tlari Provinsi Papua Tengah disimpan oletr penerima Belanja
Bantuan Keuangan.

5. Apabila daJam pelaksanaan kegiatal teqadi keadaan kahar yang
mengakibatkan penundaan dan/ atau keterlambatan sehingga tidak dapat
diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penerima
Belanja Bantuan Keuangan melaporkan kepada Ketua TAPD pemberi
bantuan keuangan dan selanjutnya dianggarkan kembali pada APBD atau
APB Kampung penerima Belanja Bantuan Keuangaa tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada
peraturan perundangundangan.

6. Apabiia Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada
Tahun Anggaran berkenaan atau penerima Belanja Bantuan Keuangan
khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Provinsi, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib
mengembalikan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi.

7. Daiam hai terdapat sisa dana Belanja Bantuarr Keuangan, Pemerintah
Daerah / Kampung Penerima Belanja Bantuan Keuangan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
a. untuk sisa dana bantuan keuangan yarl.g output kegiatannya telah

tercapai, penerima Belanja Bantuan Keuangan wqjib menyetorkan
kembali ke RKUD Pemerintah Provi*si atau dapat digunakan dalam
rangka mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkaa izin dari
Ketua TAPD Pemerintah Provinsi.

b.untuk..../2
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b. untuk sisa dana bantuan ke.ualgan pada akhir t-ahun angaran
berkenaan yang output kegiatannya belum tercapai, penerima Belanja
Bantuan Keuangan dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun
.rnggaral berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD
Pemerintah Provinsi.

c. pengaj uan izin terkait penggunaan sisa sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Ketua TAPD dengan
tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan terkait dengan jenis Belanja Bantuan Keuangan yang
diberikan.

d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait
dengan jenis belanja bantuan keuangan yang diberikan mengajukan
draft surat jawaban atas pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada
huruf c kepada Ketua TAPD dengan dilampiri telaahan sebagai bahan
pertimbangan.

e. apabila penerima belanja bantuan keuangan tidak mendapatkan izin
dari Ketua TAPD pemberi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka penerima belanja bantuan keuangan
wajib menyetorkan kembali ke RKUD Pemerintah Provinsi.

B. PEI,APORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
l. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Kabupaten
a. Pada akhir tahun anggaran berkenaan, Bupati penerima bantuan

keuangan mengirimkan Laporan kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku PPKD, yang
terdiri dari:
l) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan

Keuangan; dan
2) Bukti konfirmasi telah menerima dana bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Bupatr yang
dilampiri fotokopi rekening koran bankl nota kredit yang
menunjukkErn telah menerima dana bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi.

b. Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati penerima bantuan keuangan
menyampaikan laporan penggunaan dana belaqia bantuan keuangan
kepada Gubemur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan sesuai dengan jenis belanja bantuan keuangan yang
diberikan dan dikirimkan paling lambat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

c. i-aporan penggunaan dana bantuan keuangal oleh Pemerimair
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terdiri dari:
1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ehrpati penerima

bantuan keuangan;
2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan

keuangan;
3) Bukti penyetoran sisa dana bantuan keuangan;
4) Laporan capaian kinerja target keluaran loutputl dilengkapi dengan

foto kegiatan dan keluaran, kendala yang dihadapi, dan rencana
tindak lanjut; dan

5) l,aporan lainriya yang diarnatatkan olreh Peraturan Gr.lbcrnur
mengenai Pedoman Ke{a dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provinsi Papua Tengah.

d.Perangkat Daerah ..-./3
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urusar p€merintahan sesuai dengan jenis belanja bantuan keuangan
yang diberikan melakukan rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan
dan Penggunaan Dana Bantuan dan selanjutnya menyampaikan
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan
Keuangan kepada Kep.ala Badan Pengelol.a Ker:angan dal A-set Dae:ah
Provinsi Papua Tengah selaku PPKD dengan tembusaa Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan" Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua
Tengah, dan Inspektur Provinsi Papua Tengah paling lambat minggu
kedua brrlan Maret tahun anggaran berikutnya.

2. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Daerah Lainnya:
a. Pada akhir tahun anggaran berkenaal, Gubernur/Bupati/Wali Kota

penerima bantuan keuangan mengirimkan Laporan kepada Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
selaku PPKD. vang terdiri dari:
1) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan

keuangan; dan
2) Bukti konfrrmasi telah menerima dana bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh gubernur/
bupati/Wali Kota yang dilampiri fotokopi rekening koran bank/ nota
kredit yang menunjukkan telah menerima dana bantuan keuangan
dari Pemerintah Provinsi.

b. Setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur/Bupati/Wali Kota
penerima trantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan
dana bantuan keuangan kepada Gubernur melalui SKPD yang
membidangi urus€rn pemerintahan sesuai dengan jenis belanja
bantuan keuangan yang diberikan. Laporan tersebut dikirimkan paling
lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

c. Laporan penggunaan dana barrtuan keuangan oleh Pemerintah Daerah
l,ainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) terdiri dari:
1) Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali

Kota penerima bantuan keuangan;
2) Iaporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan

Keuangan;
3l Bukti p€nyetoran sisa dana bantuan keuangan;
4) i,aporan caparan kinerja target keluaran {outprtt)drleng}<api ilengan

foto kegiatan dan keluaran, kendala yang dihadapi, dan rencana
tindak ianjut; dan

5) Laporan lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur
mengenai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Provrnsi Papua Tengah.

d. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prorrinsi yang membidangi
urusan pemerintahan sesuai dengan jenis belanja bantuan keuangan
yang diberikan melakukan rekapitulasi l"aporan Realisasi Penerimaan
dan Penggunaal Dana Bantuan Keuangan dan selanjutnya
menyampaikan Rekapituiasi Reaiisasi Penerimaan <ian Penggunaan
Dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku PPKD dengan
tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
lnovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, darr Inspektur Provinsi Papua
Tengah paiing iam'irai miaggti kedua buian M;ret tahun artg4aran
berikutnya.

3.Mekanisme ."...../4
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3. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kampung
l| Kepala Kampung penerima Belanja Bantuan Keuangan

menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada
Grrbernur melalui Perartgliat Daerah ya*g nremb'ida*gi pemberdayaan
masyarakat dan Kampung.

2) laporan sebagaimana dimaksud pada angka I (satu) dikirimkan paling
lavnbat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

3) taporan penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung
terdiri at*s:
a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kampung

penerima banruan keuangan dengan tembusan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten yang membidangi pemberdayaan
masyarakat dan Kampung;

b. Br*kti konf,rrrrasi telah menerima da.na. bantusn keuangsn dari
Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Kampung
yang dilampiri fotokopi rekening koran bankl nota kredit yang
menunjukkan telah menerima dana bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi;

c- Laporan Reatisasi Peoeriaaan dan Penggunaan De[a Bantuan
Keuanggn;

d. Bukti penyetoran sisa dana bantuan keuangan;
e. Laporan capaian kinerja tanget keluaran (outpufl dilengkapi dengan

foto kegiatan dan keluaran, kendala yang dihadapi, dan rencana
tindak lanju! dan

f, S€Iain peryaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampa.i
dengan hurufe, belanja bantuan keuangan kepada Kampung dapat
ditambahkan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4l SKPD yang membidangi pemberdavaan masyarakat dan Kampung
melakukan rekapitulasi laporan Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana format dalam
Lampiran 6 dan selanjutnya menyampaikan Rekapitulasi Realisasi
Penerimaan dan Penggunaan Dana E}antuan Keuangan kepa.da Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
selaku PPKD dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, dan
Inspektur Provinsi Papua Terrgah paling lambat minggu kedua bulan
Maret tahun .rnggErran berikutnya.

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

aslinya
HUKUM,

G, SH.,M.H.
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FORMAT LAPORAN

A. LAPORAN REALISASI PENERII{AAN DAN PENGGUNAAN DANA BAhITUAN KEUI\NGAN

1. Latporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kampung

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENlANG
TATA CARA PENGANCGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSA}IAAN,
PERI'ANOGUNG.'AWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVAI,UASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

l(am u
KeterangEn

7

(nama tempat), tanggal..., ..., 20..
Mengetahui,
Kepala Kampung ...
Nama

Kepala Kampung
Peruntukan Bantuan Keuangan

No.

PEMERINTAH KAMPUNG
Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuarrgan Kampung

Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Sisa Dana Bantuan Keuangan
Keu Kam Realisasi

Penggunaan
Dana Bantuan

Keuangan
Kampu

6

Tanggal Penyetoran
ke RKUD
Provinsi Papua
Tengah

Nilai (Rp) Nilai (Rp)

1 2 3 4 5

TangEal
Penerimaan

I I
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2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaterr dan Pemerintah Daerah
Lainnya PEMERINTAH I'ROVINSI/KABUPATEN /KOTA

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan
Nama Provinsi/Kabupaten/Kota :...
Bidang Bantuan Keuangan : ...

lRealisasi Penerimaan Derna
Elantuan Keuangan

Tanggal
Penerimaan

Sisa Dana BK

Tanggal Keterangan
Pen toran

Peruntukan Nilai (Rp)

Realisasi
Penggunaan

Dana Bantuan
Keuangan

Nilai (Rp)

1 2 a 4 5 6 7 t,

(nama tempat), tanggal..., ..., 20,.
Mengetahui,
Gubernur/ Bupati/ Walikota. ..

Nama

No. 
I

-f-

--l
I
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Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8

-3-

: diisi nomor urut
: diisi jenis p€runtukan bantuan keuangan yang diterima sesuai

dengan Surat Gubernur tentang Pagu Delinitif Bantuan
Keuangan

: diisi tanegal diterimanya bantuan keuangan (sesuai rekening
koranl

: diisi realisasi penerimaan baltuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi Papua Tengah

: diisi realisasi penggunaan dana bantuan keuangan sesuai
dengan rincian dalam peruntukan

: diisi besaran sisa dana bantuan keuangan (dalam rupiah)
: diisi tanggal penyetoran sisa dana bantuan keuangan ke RKUD
Pemerintah Provinsi Papua Tengah (iika sudah disetor)

: diisi keterangan yang diperlukan terkait dengan realisasi
penerimaan atau penggunaan dana bantuan keuangan, misalnya
"belum disetor ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah",
"keadaan kahar ...', dan sejenisnya.
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B. LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

I)INAS PEME}ERDAYAAN T DAN KAT/IPUNG

Rekapitulasi Penerirrlaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kampung

No.
Tanggal

Penerimaa
n

Nilai (Rp)

!\qqir.!rEi1r
ng

2 5 6 8 9 l0 1l1 4 7

Tahun An an

Nama
Kampu
ng

Nama
Kabupate

n&
Provinsi

Nama
Distrik

Peruntukan
Bantuan

Keuangan
Karnpung

Realisasi Penerimaan
Dana Bantuan K

Kam u

Realisasl
Penggunaarr

Dana
Bantuarl

Keuangan
Kam un

Nabire, ..., ...,20..
Mengetahui,
Kepala DPMK

Sisa BK Kampung

Nilai (Rp)
Tanggal

Penyetora
n

Keteranga
n

2

NI['.

I

I

I

T
I

I

I

I

-l



Xolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9
Kolom 1O

Kolom I I

-5-

:diisi noraor unrt
:diisi nama Kampung penerima bantuan keuangan Kampung
:diisi nama Distrik
:diisi nama kabupaten/kota dan provinsi dari Kampung penerima
bantuan keuangan
:diisi nama peruntukan bantuan keuangan Kampung, misalnva
Kampung Sejahtera, Kampung mandiri dan lain-la-in
:diisi tanggal diterimanya dana bantuan keuangan Kampung dari
Pemerintah Provinsi Papua Tengah
:diisi besaran nilai rupiah dari bantuan keuangan Kampung yang
diterima
:diisi nilai rupiah realisasi penggunaan dana bantuan keuangan
Kampung
:diisi besarnya nilai sisa dana bantuan keuangan Kampung
:diisi tanggal penyetoran sisa dana bantuan keuangan Kampung
ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah (jika ada)
:diisi keterangan yang diperlukan terkait dengan penerimaan atau
penggunaan dana bantuan keuangan Kampung, misalnya "sisa
dana belum disetorkan", "kondisi kabar sehingga .....", dan
sejenisnya
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C. LAPORAN REALISASI PENI'RIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Rekapitulasi Penerirnaan dan Pernggunaan Bantuan Keuangan kepacla Pemerintah Daerah

Tahun t1

Nama Tempat, ..., ..., 20..
Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Slisa BK
Keterangan

Tanggal
Penyetoran

No.

9

Realisasi
Penggunaa
n Dana BK

6
(Rp)

Nilai (Rp|

7I

Realisasi Penerimaan
Dann Bantuan

Nilai (Rp)

3 54

Bidang
Kegiatan Tanggal

Penerimaan
8

Nama
Kabupaten/Ko
ta & Provinsi

2

T

I

NIP

I
I

I

I



Kolom I
Kolom 2

Koium 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kslom 9

-7

: diisi nomor urut
: diisi nama kabupaten/kota dan provinsi penerima bantuan

keuangan
: diisi naana bidar,g k€giatan, misalrtya Fendidikan, Kcsehatan,
dan lain-Lain

: diisi tanggal diterimanya dana bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi Papua Tengah

: diisi realisasi besaran nilai rupiah dari bantuan keuangan yang
diterirna

: diisi nilai rupiah realisasi penggunaan dana bantuan keuangan
: diisi besarnya nilai sisa dana bantuan keuangan
: diisi tanggal penyetoran sisa dana bantuan keuangan Kampung

ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah (ika ada)
: diisi ketera*gan yang diperhd<an terkait dengan penerimaan atau
penggunaan dana bantuan keuangan lhmpung, misalnya'sisa
dana belum disetorkan", "kondisi force rnajeur sehingga.....', dan
sejenisnya

B. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

ai dengan aslinya
HUKUM,

G, SH.,M.H.
200212 1002
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